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Accepted : 28-12-2024 Merauke and formulate more effective policy strategies. Using a qualitative

Published: 31-12-2024 approach and case study design, this study explores the perspectives of various

stakeholders, including local government officials, traditional leaders, civil
society organizations, and the general public. Data were collected through in-
depth interviews, participant observation, and documentation analysis, then
analyzed using thematic analysis techniques. The results of the study indicate
that public participation still faces structural, socio-cultural, and economic
challenges, such as bureaucratic complexity, lack of access to information, and
cultural factors that shape public relations with the government. Although
there have been efforts by the government to increase public involvement, its
effectiveness still varies depending on the level of public understanding and
trust in bureaucratic institutions. More active participation has been shown to
increase transparency, accountability, and legitimacy of policies. Therefore,
bureaucratic reform is needed that simplifies participation mechanisms,
utilizes information technology to expand access to information, and
strengthens the role of traditional leaders and civil society organizations in
bridging communication between the community and the government. This
study confirms that optimizing participation mechanisms that are adaptive to
local socio-cultural conditions is the key to creating a bureaucracy that is more
responsive and oriented to the interests of the community. This finding is
expected to be the basis for formulating more inclusive and sustainable public
policies in Merauke.
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Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik merupakan faktor penting dalam menciptakan kebijakan yang
inklusif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik di Merauke serta
merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain
studi kasus, penelitian ini menggali perspektif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah
daerah, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat umum. Data dikumpulkan melalui
wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan
teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih menghadapi
tantangan struktural, sosial-budaya, dan ekonomi, seperti kompleksitas birokrasi, kurangnya akses informasi,
serta faktor budaya yang membentuk hubungan masyarakat dengan pemerintah. Meskipun telah ada upaya
dari pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, efektivitasnya masih bervariasi tergantung
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pada tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi birokrasi. Partisipasi yang lebih
aktif terbukti meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan
reformasi birokrasi yang menyederhanakan mekanisme partisipasi, pemanfaatan teknologi informasi untuk
memperluas akses informasi, serta penguatan peran tokoh adat dan organisasi masyarakat sipil dalam
menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi
mekanisme partisipasi yang adaptif terhadap kondisi sosial-budaya lokal menjadi kunci dalam menciptakan
birokrasi yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat
menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Merauke.

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, birokrasi publik, kebijakan inklusif, transparansi, reformasi
birokrasi.

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik merupakan elemen krusial dalam keberhasilan
implementasi kebijakan (McNicol 2021), terutama di tingkat daerah. Di Merauke, sebagai salah
satu wilayah dengan karakteristik sosial dan budaya yang beragam, pelibatan masyarakat dalam
proses kebijakan menjadi tantangan tersendiri. Keberagaman etnis dan adat istiadat di Merauke
menuntut adanya pendekatan yang inklusif agar kebijakan yang diterapkan dapat diterima dan
dijalankan secara efektif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara pemerintah
dan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, yang berpotensi
menghambat efektivitas birokrasi publik.

Keterbatasan akses informasi, minimnya edukasi kebijakan, serta rendahnya tingkat
keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi faktor utama yang mempengaruhi
efektivitas partisipasi(Oberthiir et al. 2025). Dalam konteks Merauke, di mana sebagian besar
penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, kebijakan publik yang tidak
mempertimbangkan aspirasi lokal cenderung menghadapi resistensi. Selain itu, birokrasi yang
cenderung bersifat top-down sering kali mengabaikan mekanisme umpan balik dari masyarakat,
sehingga implementasi kebijakan tidak selalu mencerminkan kebutuhan nyata di
lapangan(Niedziatkowski and Chmielewski 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi
strategi yang dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam birokrasi publik guna
memastikan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya pendekatan partisipatif yang
melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan. Model governance yang
bersifat kolaboratif, dengan mengoptimalkan peran aktor lokal seperti tokoh adat, organisasi
masyarakat sipil, dan akademisi(Ngo-Ndjama and Ajani 2025), dapat menjadi solusi untuk
meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di Merauke. Selain itu, pemanfaatan teknologi
dalam penyampaian informasi dan mekanisme transparansi dalam birokrasi dapat memperkuat
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya sistem yang lebih terbuka dan
inklusif, diharapkan partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik di Merauke dapat meningkat,
sehingga kebijakan yang diterapkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Implementasi kebijakan di Merauke masih menghadapi berbagai permasalahan di lapangan,
terutama terkait dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses birokrasi publik.
Salah satu kendala utama adalah kurangnya sosialisasi dan transparansi dari pemerintah daerah
dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan. Banyak kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan
masyarakat secara langsung, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan kondisi
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sosial-ekonomi lokal. Selain itu, birokrasi yang masih cenderung sentralistis menghambat
masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau memberikan umpan balik terhadap kebijakan yang
diterapkan. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat serta lemahnya dukungan
terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Selain faktor komunikasi yang kurang efektif, kendala lain yang ditemukan di lapangan
adalah masih kuatnya dominasi aktor-aktor tertentu dalam proses birokrasi publik, seperti elit
politik dan kelompok berkepentingan tertentu, yang sering kali mengesampingkan aspirasi
masyarakat luas. Masyarakat adat dan kelompok marjinal, misalnya, sering kali menghadapi
kesulitan dalam mengakses informasi kebijakan atau mendapatkan ruang untuk berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan. Kurangnya kapasitas masyarakat dalam memahami prosedur administratif
dan peraturan yang berlaku juga menjadi hambatan dalam meningkatkan keterlibatan mereka.
Akibatnya, banyak kebijakan yang diimplementasikan tidak berjalan secara optimal atau bahkan
tidak sesuai dengan realitas di lapangan, sehingga efektivitas birokrasi publik di Merauke masih
perlu ditingkatkan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam birokrasi
publik memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Daerah dengan
tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi cenderung memiliki kebijakan yang lebih responsif dan
berkelanjutan(Zhang, Xu, and Feng 2022). Di wilayah-wilayah dengan birokrasi yang masih
bersifat top-down, kebijakan sering kali mengalami hambatan dalam implementasi akibat
rendahnya keterlibatan masyarakat(Sanga, Gonzalez Benson, and Josyula 2022). Khusus di
Merauke, penelitian oleh Widodo (2023) menyoroti bagaimana faktor budaya dan sosial
mempengaruhi pola partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, di mana komunitas adat
memiliki peran penting dalam mendukung atau menolak suatu kebijakan. Data dari BPS Merauke
(2023) juga menunjukkan bahwa hanya sekitar 35% masyarakat yang merasa terlibat dalam proses
perumusan kebijakan daerah, mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara birokrasi dan
partisipasi publik. Temuan-temuan ini menguatkan urgensi untuk meningkatkan keterlibatan
masyarakat dalam birokrasi publik guna memastikan kebijakan yang lebih inklusif dan efektif.

Meskipun berbagai penelitian telah menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam
birokrasi publik, masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana faktor-faktor lokal,
seperti budaya, akses informasi, dan struktur birokrasi, memengaruhi efektivitas partisipasi di
Merauke. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada wilayah perkotaan dengan
akses yang lebih baik terhadap kebijakan publik (Tambaip and Tjilen 2023), sementara konteks
daerah dengan karakteristik adat yang kuat, seperti Merauke, masih kurang dieksplorasi secara
mendalam. Selain itu, belum banyak kajian yang secara spesifik menganalisis hubungan antara
mekanisme birokrasi lokal dan hambatan yang dihadapi masyarakat adat dalam menyampaikan
aspirasi serta berpartisipasi dalam kebijakan. Kesenjangan lainnya adalah kurangnya penelitian
yang mengkaji dampak penggunaan teknologi dan model kolaboratif dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik di daerah ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan
untuk mengisi celah tersebut dengan menggali lebih dalam dinamika partisipasi masyarakat dalam
birokrasi publik di Merauke serta merumuskan strategi yang lebih inklusif dan adaptif terhadap
kondisi lokal.

8223



https://jicnusantara.com/index.php/jiic

#
Vol : 1 No: 10, Desember 2024 %
E-1SSN : 3047-7824

JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA ’ *

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya meningkatkan efektivitas implementasi
kebijakan di Merauke melalui partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan adaptif terhadap
kondisi lokal. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam birokrasi publik berpotensi menghambat
pencapaian tujuan kebijakan serta mengurangi legitimasi pemerintah dalam proses pengambilan
keputusan. Selain itu, karakteristik sosial dan budaya di Merauke, termasuk peran komunitas adat,
memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual agar kebijakan dapat diterima dan dijalankan secara
efektif. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat serta
merumuskan strategi yang lebih kolaboratif, penelitian ini berkontribusi dalam membangun model
birokrasi yang lebih responsif dan transparan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi
acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih partisipatif, sehingga
meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi
pada kepentingan masyarakat luas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang secara spesifik mengeksplorasi
dinamika partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik di Merauke dengan mempertimbangkan
faktor budaya, akses informasi, dan pola interaksi antara pemerintah dan komunitas lokal. Berbeda
dari penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada wilayah perkotaan atau aspek kebijakan
secara umum, studi ini menyoroti peran masyarakat adat dan kelompok marjinal dalam
implementasi kebijakan serta hambatan yang mereka hadapi. Selain itu, penelitian ini mengkaji
bagaimana penggunaan teknologi dan model kolaboratif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan
keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Dengan pendekatan yang lebih
kontekstual dan berbasis pada realitas lokal, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi
signifikan dalam merancang strategi kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan di
daerah dengan karakteristik sosial-budaya yang unik seperti Merauke. Tujuan penelitian ini adalah
untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik
di Merauke serta merumuskan strategi kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan adaptif
terhadap kondisi sosial-budaya lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang
memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik di
Merauke. Studi kasus dipilih karena memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai
fenomena yang terjadi di lapangan, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik
setempat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola partisipasi
masyarakat, hambatan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas
implementasi kebijakan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Merauke, dengan subjek penelitian yang terdiri dari
berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah daerah, tokoh adat, organisasi
masyarakat sipil, serta masyarakat umum yang terlibat dalam kebijakan publik. Pemilihan informan
dilakukan secara purposive sampling, dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam
birokrasi publik serta pemahaman mereka terhadap dinamika kebijakan di daerah tersebut.
Melibatkan berbagai kelompok dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang
beragam dan memperkuat validitas temuan.
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Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Wawancara mendalam digunakan
untuk menggali pengalaman, persepsi, serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam
berpartisipasi dalam birokrasi publik. Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara
langsung proses birokrasi serta interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam implementasi
kebijakan. Sementara itu, dokumentasi terhadap kebijakan daerah, regulasi, serta laporan terkait
digunakan untuk memahami kerangka kebijakan yang ada serta memastikan bahwa analisis berbasis
pada data yang valid.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik, dengan mengidentifikasi pola-
pola utama terkait partisipasi masyarakat, kendala birokrasi, serta peluang untuk meningkatkan
keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Untuk memastikan keabsahan
temuan, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan
dokumentasi guna memperoleh kesimpulan yang lebih akurat dan objektif.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui beberapa kriteria ilmiah. Kredibilitas
diperoleh dengan melakukan konfirmasi hasil melalui wawancara ulang dan diskusi dengan
informan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencerminkan realitas di lapangan.
Transferabilitas dijaga dengan menyajikan deskripsi kontekstual yang kaya, sehingga temuan
penelitian dapat diaplikasikan dalam situasi serupa. Dependabilitas dijamin dengan pencatatan data
yang sistematis dan konsisten selama proses penelitian. Sementara itu, konfirmabilitas dicapai
dengan menjaga objektivitas dalam analisis serta membandingkan berbagai sumber data untuk
meminimalisir bias peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Hasil penelitian ini mengungkap dinamika partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik di
Merauke, termasuk faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keterlibatan masyarakat
dalam implementasi kebijakan. Analisis yang dilakukan mencerminkan bagaimana interaksi antara
pemerintah, masyarakat adat, serta organisasi sipil mempengaruhi efektivitas kebijakan yang
diterapkan. Selain itu, penelitian ini menyoroti sejauh mana kebijakan yang ada telah mendorong
partisipasi aktif masyarakat serta tantangan yang masih perlu diatasi. Dengan memahami kondisi
ini, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan publik guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih
inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Birokrasi Publik di Merauke

Organisasi Kelompok
Aspek Masyarakat Adat Masyarakat Sipil Masyarakat
(OMS) Lainnya

Advokasi kebijakan,

Musyawarah adat, konsultasi publik,

keterlibatan dalam

Partisipasi dalam
forum desa, diskusi

Bentuk Partisipasi keputusan berbasis pengawasan komunitas,
kearifan lokal lmp_l_e mentas| pengaduan publik
' kebijakan. '
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Akses terhadap
Informasi

Terbatas, terutama
terkait kebijakan
formal pemerintah.

Lebih luas, sering
mendapatkan akses
dari jaringan dan
media.

Bervariasi,
tergantung tingkat
pendidikan dan
keterlibatan sosial.

Tingkat Keterlibatan

Rendah hingga
sedang, tergantung
pada pengakuan
pemerintah terhadap

Tinggi, karena
memiliki kapasitas
dan akses yang lebih
baik.

Sedang, terutama
dalam isu-isu yang
langsung berdampak
pada kehidupan

adat. sehari-hari.
Kesenjangan bahasa Regulasi yang Minimnya
membatasi peran pemahaman
. .. | dan budaya, : . .
Hambatan Partisipasi Kurananva penaakuan advokasi, birokrasi,
gnya peng keterbatasan sumber | keterbatasan waktu
formal. )
daya. dan ekonomi.

Pengaruh terhadap
Kebijakan

Cenderung bersifat
informal dan berbasis
kesepakatan lokal.

Berkontribusi dalam
penyusunan dan
evaluasi kebijakan.

Terbatas pada
partisipasi pasif dan
reaktif.

Tabel 1 menunjukkan perbedaan partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik. Masyarakat adat
berpartisipasi melalui musyawarah lokal tetapi terhambat oleh keterbatasan akses informasi dan
pengakuan formal. OMS memiliki keterlibatan tinggi dalam advokasi kebijakan meskipun dibatasi
oleh regulasi. Kelompok masyarakat lainnya lebih aktif dalam forum desa, tetapi partisipasinya
dipengaruhi oleh pemahaman birokrasi dan faktor ekonomi. Secara keseluruhan, OMS memiliki
pengaruh terbesar terhadap kebijakan, sementara masyarakat adat dan kelompok lainnya lebih
bersifat reaktif.

Tabel 2. Hambatan dalam Partisipasi Masyarakat dalam Birokrasi Publik

Faktor Deskripsi Hambatan
Struktural Birokrasi yang _komp_leks menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memahami
prosedur administrasi.
Regulasi yang kurang fleksibel membatasi ruang partisipasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan.
Keterbatasan akses informasi membuat masyarakat kurang mengetahui kebijakan
yang sedang berjalan
Sosial- Struktur adat yang masih kuat mempengaruhi mekanisme partisipasi, di mana
Budaya hanya tokoh adat yang memiliki akses dalam interaksi dengan pemerintah.
Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akibat pengalaman
buruk dalam implementasi kebijakan sebelumnya.
Hierarki sosial menyebabkan kelompok tertentu, seperti perempuan dan
masyarakat marjinal, memiliki akses terbatas dalam forum kebijakan publik
. Keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk finansial maupun tenaga kerja,
Ekonomi : A
membatasi masyarakat dalam berpartisipasi aktif.
Mayoritas masyarakat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi
dibandingkan terlibat dalam proses birokrasi.
Ketimpangan akses terhadap bantuan ekonomi dan peluang usaha mengurangi
motivasi masyarakat dalam mendukung kebijakan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik di
Merauke dipengaruhi oleh faktor struktural, sosial-budaya, dan ekonomi. Secara struktural,
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kompleksitas birokrasi, regulasi yang kurang fleksibel, serta keterbatasan akses informasi
menghambat masyarakat dalam memahami dan terlibat dalam kebijakan publik. Dari sisi sosial-
budaya, sistem adat yang kuat membatasi partisipasi luas, rendahnya kepercayaan terhadap
pemerintah mengurangi antusiasme masyarakat, serta hierarki sosial menyebabkan kelompok
tertentu memiliki akses terbatas. Sementara itu, faktor ekonomi menjadi kendala utama karena
masyarakat lebih berfokus pada kebutuhan ekonomi dibandingkan keterlibatan dalam birokrasi,
serta ketimpangan akses terhadap bantuan ekonomi turut mempengaruhi motivasi partisipasi
mereka.

Tabel 3. Strategi dan Mekanisme Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Aspek Temuan Penelitian

Pemerintah daerah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan
Kebijakan dan partisipasi masyarakat, seperti _musya}warah perencanaan pemba_ngungn
Program (Musrenbang),_ forum konsqlta5| publik, Qan program desa _pa_rtls!patlf.

Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat kurangnya sosialisasi dan

aksesibilitas bagi kelompok masyarakat tertentu.

Pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi pengaduan masyarakat dan
Peran media sosial, telah meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi
Teknologi dan | kebijakan. Namun, kesenjangan digital masih menjadi kendala, terutama bagi
Komunikasi masyarakat di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur

internet.

Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta telah
Model diterapkan dalam beberapa program, _se.perti pempang_unan be.rbasis ke_mitraan
Kolaboratif dgr_l CSR perusahaan. Meslglpun_demlklan, k_ootdlnas[z_;mtar pihak masih perlu

ditingkatkan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan memperkuat

efektivitas implementasi di lapangan.

Tabel 3 menunjukkan bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik, namun masih menghadapi tantangan dalam
efektivitas implementasinya. Kebijakan seperti Musrenbang dan forum konsultasi publik telah
diterapkan, tetapi keterbatasan sosialisasi menghambat partisipasi optimal. Teknologi informasi
mulai dimanfaatkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap kebijakan, namun kesenjangan
digital tetap menjadi kendala, terutama di daerah terpencil. Model kolaboratif antara pemerintah,
masyarakat, dan sektor swasta telah diterapkan dalam beberapa program, tetapi koordinasi yang
lemah masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan efektivitas dan kesinambungan
program tersebut.

Tabel 4 Dampak Partisipasi Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan di Merauke

Aspek Temuan Penelitian
Efektivitas Partisipasi masyarakat meningkatkan efektivitas kebijakan melalui
Kebijakan pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan lokal, mempercepat

implementasi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan.
Keterlibatan masyarakat mendorong keterbukaan informasi dalam proses
Transparansi kebijakan, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan kepercayaan
publik terhadap pemerintah.
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Mekanisme partisipasi memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan
Akuntabilitas kebijakan, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta memastikan
penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran.
L egitimasi Kebijakan yang melibatkan masyarakat lebih mudah diterima, mengurangi
egitimasi . . . s -
Kebiiakan potensi konflik, serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab

J bersama terhadap hasil kebijakan.

Partisipasi aktif masyarakat mendorong pengembangan infrastruktur
Pembangunan berbasis kebutuhan riil b K i d
Daerah erbasis kebutuhan riil, mempercepat pembangunan ekonomi, dan

memperkuat kapasitas lokal dalam pengambilan keputusan.

. Partisipasi yang efektif berkontribusi pada peningkatan layanan publik,
Kesejahteraan b inak Keseiah ial d
Masyarakat pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan sosial dan

ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berperan penting dalam meningkatkan
efektivitas implementasi kebijakan di Merauke. Keterlibatan aktif masyarakat mendorong
transparansi dan akuntabilitas, sehingga kebijakan lebih terbuka, diawasi dengan baik, dan tepat
sasaran. Selain itu, legitimasi kebijakan meningkat karena adanya rasa memiliki dari masyarakat,
yang berujung pada penerimaan dan kepatuhan yang lebih tinggi. Dalam konteks pembangunan
daerah, partisipasi membantu menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal,
mempercepat pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
berkelanjutan.

Pembahasan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik di Merauke menunjukkan variasi yang
signifikan pada setiap tahap kebijakan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi.
Pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat masih terbatas, terutama karena minimnya akses
terhadap informasi kebijakan dan kurangnya mekanisme konsultasi publik yang efektif. Masyarakat
sering kali hanya dilibatkan secara formal melalui musyawarah perencanaan pembangunan
(Musrenbang), namun keterlibatan mereka lebih bersifat pasif. Pada tahap implementasi, partisipasi
mulai meningkat, terutama dalam program yang bersifat langsung menyentuh kebutuhan
masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial. Sementara itu, pada tahap
evaluasi, partisipasi cenderung rendah karena kurangnya transparansi dalam mekanisme penilaian
kebijakan serta keterbatasan kapasitas masyarakat dalam melakukan pengawasan kebijakan secara
efektif.

Perbandingan tingkat keterlibatan antara komunitas adat, organisasi masyarakat sipil, dan
kelompok masyarakat umum juga memperlihatkan dinamika yang berbeda. Komunitas adat
memiliki peran yang cukup signifikan dalam kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sumber
daya alam dan tata ruang wilayah adat, namun partisipasi mereka sering kali bersifat informal dan
bergantung pada negosiasi dengan pemerintah(Molla, Supriatna, and Kurniawati 2021). Organisasi
masyarakat sipil lebih aktif dalam advokasi kebijakan, terutama dalam isu-isu lingkungan, hak-hak
masyarakat adat, dan pembangunan berkelanjutan. Mereka berperan sebagai penghubung antara
masyarakat dan pemerintah serta memberikan edukasi terkait kebijakan publik. Sementara itu,
masyarakat umum cenderung memiliki keterlibatan yang lebih rendah karena keterbatasan
pemahaman terhadap birokrasi serta adanya persepsi bahwa kebijakan publik adalah domain
eksklusif pemerintah(Putranto et al. 2022).
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Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi dan keterlibatan masyarakat dalam
birokrasi publik. Faktor pertama adalah tingkat literasi politik dan administrasi masyarakat, di mana
pemahaman yang rendah terhadap proses kebijakan membuat masyarakat kurang percaya diri untuk
terlibat. Faktor kedua adalah aspek sosial dan budaya, termasuk sistem kepemimpinan tradisional
yang masih kuat di beberapa komunitas, yang dapat mempengaruhi pola partisipasi. Faktor ketiga
adalah faktor ekonomi, di mana sebagian besar masyarakat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan
sehari-hari daripada terlibat dalam proses birokrasi yang dianggap tidak memberikan manfaat
langsung. Selain itu, faktor transparansi dan akuntabilitas pemerintah juga berperan besar dalam
membentuk kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam birokrasi publik(Sofyani, Pratolo,
and Saleh 2022).

Salah satu hambatan utama dalam partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik adalah
kompleksitas birokrasi dan keterbatasan akses terhadap informasi kebijakan. Proses administratif
yang panjang, regulasi yang rumit, serta kurangnya transparansi dalam mekanisme pengambilan
keputusan sering kali menjadi kendala bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Banyak
kebijakan yang dibuat tanpa keterbukaan yang memadai, sehingga masyarakat kesulitan memahami
prosedur dan mekanisme yang harus diikuti. Selain itu, akses terhadap informasi kebijakan masih
terbatas, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan dalam
infrastruktur komunikasi. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan yang sedang
berjalan semakin memperparah kondisi ini, sehingga hanya kelompok tertentu, seperti pejabat atau
elit lokal, yang memiliki pemahaman mendalam terhadap kebijakan yang diterapkan.

Selain hambatan struktural, faktor sosial-budaya juga berperan dalam membentuk sikap
masyarakat terhadap birokrasi publik. Nilai-nilai budaya dan adat yang masih kuat di Merauke
sering kali mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah. Dalam banyak kasus,
masyarakat masih memiliki persepsi bahwa pengambilan keputusan adalah wewenang pemerintah
atau tokoh adat, sehingga mereka cenderung pasif dalam proses birokrasi publik. Hierarki sosial
yang kaku juga menjadi penghalang, di mana masyarakat sering kali merasa enggan atau takut untuk
mengemukakan pendapat di hadapan pejabat pemerintah(Suryadinata 2024). Selain itu, beberapa
kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai adat setempat,
sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan membatasi
keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan publik.

Faktor ekonomi juga menjadi hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam birokrasi publik(Chohan 2023). Banyak masyarakat di Merauke yang bergantung pada sektor
pertanian dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka lebih fokus
pada pekerjaan sehari-hari dibandingkan dengan terlibat dalam kebijakan publik. Keterbatasan
sumber daya ekonomi juga berdampak pada akses terhadap pendidikan dan informasi yang
berkaitan dengan kebijakan publik, yang pada akhirnya membatasi kemampuan masyarakat dalam
memahami dan mengikuti proses birokrasi. Selain itu, biaya partisipasi dalam birokrasi, seperti
transportasi ke kantor pemerintahan atau waktu yang harus dikorbankan untuk mengikuti forum
konsultasi, menjadi faktor yang menghambat masyarakat untuk terlibat aktif. Tanpa adanya insentif
ekonomi atau jaminan bahwa partisipasi mereka akan memberikan manfaat langsung, masyarakat
cenderung kurang tertarik untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
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Kebijakan dan program partisipatif yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah di Merauke
menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam birokrasi publik.
Berbagai inisiatif, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi
publik, serta program pemberdayaan berbasis komunitas telah diimplementasikan untuk
memberikan ruang bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, efektivitas kebijakan
ini masih menghadapi kendala, seperti rendahnya tingkat literasi kebijakan di kalangan masyarakat
serta dominasi kelompok tertentu dalam forum partisipatif. Selain itu, birokrasi yang masih bersifat
top-down sering kali membatasi fleksibilitas masyarakat dalam menyuarakan aspirasi mereka
secara langsung(Zhang, Zhao, and Dong 2021). Oleh karena itu, meskipun kebijakan partisipatif
telah diterapkan, dampaknya terhadap peningkatan keterlibatan masyarakat masih perlu dievaluasi
secara lebih mendalam.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi salah satu strategi yang
mulai diterapkan untuk memperluas akses partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik(Shava and
Vyas-Doorgapersad 2023). Penggunaan platform digital, seperti situs web resmi pemerintah daerah,
media sosial, serta aplikasi layanan publik, memungkinkan masyarakat untuk memberikan
masukan, mengakses informasi kebijakan, dan melaporkan permasalahan secara lebih cepat dan
transparan. Namun, masih terdapat kesenjangan digital yang signifikan, terutama di wilayah
pedesaan dan komunitas adat yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi. Hambatan lainnya
adalah rendahnya literasi digital serta minimnya infrastruktur pendukung yang membuat
pemanfaatan teknologi belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk
meningkatkan keterjangkauan dan efektivitas teknologi sebagai alat partisipasi masyarakat dalam
birokrasi publik.

Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan sektor swasta memiliki
potensi besar dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat. OMS berperan sebagai jembatan yang
menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, memberikan edukasi, serta mendorong advokasi
terhadap isu-isu kebijakan yang relevan dengan kepentingan publik. Sektor swasta juga dapat
berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung inisiatif
partisipatif dalam pembangunan daerah(Wirba 2024). Meskipun kolaborasi ini telah dilakukan
dalam beberapa program, koordinasi antar-pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan agar
tidak terjadi tumpang tindih kebijakan serta ketidaksesuaian antara program yang dirancang dengan
kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi yang lebih kuat antara ketiga aktor ini perlu
diperkuat melalui kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Tingkat partisipasi masyarakat memiliki korelasi langsung dengan efektivitas kebijakan
publik(Zhang et al. 2022), terutama dalam konteks implementasi di tingkat daerah. Partisipasi yang
tinggi memungkinkan adanya masukan yang lebih relevan dari masyarakat, sehingga kebijakan
yang diterapkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Selain itu, keterlibatan
masyarakat dalam tahap implementasi kebijakan mempercepat adopsi program-program
pemerintah karena adanya rasa kepemilikan bersama. Sebaliknya, rendahnya partisipasi masyarakat
sering kali menyebabkan kebijakan berjalan secara top-down tanpa pemahaman yang mendalam
terhadap realitas di lapangan, sehingga efektivitas implementasi menjadi terbatas dan cenderung
menemui berbagai hambatan.
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Kontribusi partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari meningkatnya transparansi,
akuntabilitas, dan legitimasi kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan
dan pengawasan kebijakan menciptakan sistem yang lebih terbuka(Chu, Bian, and Yang 2022), di
mana keputusan pemerintah dapat dikritisi dan diawasi oleh publik. Transparansi ini mendorong
peningkatan akuntabilitas birokrasi, meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang, serta
membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, legitimasi kebijakan juga
semakin kuat ketika masyarakat merasa bahwa aspirasi mereka diakomodasi dalam keputusan yang
diambil, sehingga mereka lebih mendukung dan aktif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik tidak hanya berdampak pada efektivitas
kebijakan, tetapi juga memiliki implikasi lebih luas terhadap pembangunan daerah dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan memastikan
bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak positif terhadap kebutuhan lokal, baik
dalam aspek ekonomi, sosial, maupun infrastruktur(Di Maddaloni and Sabini 2022). Selain itu,
peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami (Tambaip, Tjilen, and Ohoiwutun 2023)k juga
mendorong munculnya inisiatif-inisiatif berbasis komunitas yang dapat mempercepat
pembangunan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan sekadar pelengkap dalam birokrasi
publik, tetapi merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan kebijakan dalam menciptakan
perubahan yang berkelanjutan bagi daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik memerlukan strategi yang
komprehensif, dimulai dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap
kebijakan publik melalui edukasi yang berkelanjutan, sosialisasi berbasis komunitas, serta
pemanfaatan media digital untuk menyebarluaskan informasi secara luas dan mudah diakses. Selain
itu, reformasi birokrasi menjadi langkah krusial dalam menyederhanakan prosedur partisipasi agar
lebih inklusif dan efisien, seperti melalui transparansi proses pengambilan keputusan, penyediaan
kanal aspirasi yang lebih responsif, serta integrasi teknologi dalam sistem pelayanan publik. Peran
tokoh adat, pemimpin komunitas, dan organisasi sipil juga harus diperkuat sebagai jembatan
komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, mengingat mereka memiliki pengaruh sosial yang
signifikan dalam membangun kepercayaan dan memobilisasi partisipasi aktif masyarakat. Dengan
strategi ini, diharapkan partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi simbolik, tetapi juga
memberikan dampak nyata terhadap efektivitas kebijakan dan pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam birokrasi publik di Merauke
masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi struktural, sosial-budaya, maupun ekonomi.
Meskipun terdapat beberapa bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan
implementasi kebijakan, tingkat partisipasi masih terbatas akibat kompleksitas birokrasi, kurangnya
akses informasi, serta faktor budaya yang mempengaruhi hubungan masyarakat dengan pemerintah.
Pemerintah telah berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan
program, namun efektivitasnya masih bervariasi tergantung pada tingkat pemahaman dan
kepercayaan masyarakat terhadap institusi birokrasi. Partisipasi yang lebih aktif terbukti
berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi kebijakan, sehingga
diperlukan strategi yang lebih inklusif, seperti reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi
informasi, serta penguatan peran tokoh adat dan organisasi masyarakat sipil. Oleh karena itu,
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optimalisasi mekanisme partisipasi yang adaptif terhadap kondisi sosial-budaya setempat menjadi
kunci dalam menciptakan birokrasi yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan
masyarakat.
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